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TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN
INDEK PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

bahwa dalam rangka mengembangkan etos kerja dan
peningkatan kualitas kinerja aparatur negara di lingkungan
Kementerian Pertanian, telah ditetapkan nilai dan makna
budaya kerja melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai
dan Makna Bekerja Bagi Pegawai {ementerian Pertanian;
bahwa untuk mengetahui penerapan nilai budaya kerja di
lingkungan Kementerian Pertanian, perlu dilakukan
pemantauan dan evaluasi melalui pengukuran indek
penerapan nilai budaya kerja di lingkungan Kementerian
Pertanian;

bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan
Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di
Lingkungan Kementerian Pertanian dalam bentuk Peraturan
Menteri Pertanian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahur 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Juncto Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 199¢ (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembtaran Negara Nomor 3090);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembarar Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara ;1omor 3851});

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lernbaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4450j;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 84/F Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II  Periode
2009-2014;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Juncto
Peraturan Presiden Nomor 91 Tehun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementeiian Negara scrta
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